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BAB IV 

ANALISIS TERHADAP PENETAPAN WALI BAGI MEMPELAI 

PEREMPUAN YANG LAHIR KURANG  DARI 6 BULAN  

DI KUA GAJAH MUNGKUR 

 

A. Analisis terhadap Dasar Penetapan Wali Nikah bagi Mempelai 

Perempuan  yang Lahir Kurang 6 Bulan di KUA Gajah Mungkur 

Dasar penetapan wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang 

lahir kurang 6 bulan dari akad nikah orangtuanya yang terdapat di KUA 

Kecamatan Gajah Mungkur Semarang yaitu berdasarkan Surat Dirjen Bimas 

dan Urusan Haji No.D/ED/PW. 01/03/92 tentang “Ketentuan Adam Wali 

Nikah”. Ketika calon mempelai perempuan yang setelah dilakukan 

pengecekan ternyata adalah anak yang lahir sebelum akad nikah orang tuanya, 

maka dapat dikatakan bahwa ia hanya memiliki hubungan keperdataan dengan 

ibunya dan keluarga ibunya saja, dengan demikian ayah biologisnya tidak 

memiliki hak sebagai wali nikah bagi anak perempuannya itu.  

Sebelumnya Kepala KUA Gajah Mungkur dalam menghadapi 

permasalahan tersebut tidak lantas begitu saja menggunakannya sebagai dasar, 

namun sebelumnya dilakukan pendekatan dari hati ke hati oleh para pihak 

dalam membicarakan masalah nasab yang berkaitan dengan status wali 

tersebut, karena seperti yang telah diketahui, bahwa di dalam masyarakat kita 

masih ada yang melakukan praktek pernikahan sirri, pernikahan yang pada 

substansinya memang sudah memenuhi syarat sahnya pernikahan di mata 
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hukum Islam, namun belum dicatatkan di pegawai pencatat nikah. Jika 

memang calon mempelai perempuan adalah anak yang lahir dari pernikahan 

sirri, maka dasar penetapan berdasarkan surat dirjen di atas tidak dapat 

diberlakukan. Jelas di sini bahwa dalam menetapkan status wali nikah bagi 

anak yang terlahir dari pernikahan sirri harus dapat dibedakan dengan anak 

hasil zina.  

Menurut penulis cara yang dilakukan oleh Kepala KUA Gajah 

Mungkur sudah tepat, karena menggunakan pendekatan fiqh secara urut dan 

sistematis, bahwa sebelum memutuskan status wali nikah Kepala KUA telah 

memberikan penjelasan secara rinci bagaimana konsep anak sah menurut fiqh 

dan juga undang-undang. Setelah itu ia mulai menawarkan kepada para pihak 

mempelai untuk mengambil keputusannya sendiri dalam penentuan status wali 

nikahnya sesuai dengan hati nurani dan kesadaran pribadi, apakah akan 

menggunakan wali hakim atau wali nasab. Terlepas dari problematika status 

wali nikah tersebut, penggunaan wali hakim tidak mempengaruhi ataupun 

berdampak pada sah atau tidaknya perkawinan itu sendiri. 

Pernikahan sirri  apabila dilihat dari segi hukum Negara menunjukan 

suatu pernikahan yang tidak mempunyai perlindungan hukum karena tidak 

dilakukan pencatatan oleh PPN, sehingga pasangan suami istri tersebut tidak 

memiliki bukti otentik tentang pernikahannya yang jika dilihat lebih jauh lagi 
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bahwa pihak perempuan dan anak yang dilahirkan pada khususnya tidak 

memiliki perlindungan hukum.1 

Ketentuan keharusan pencatatan pernikahan yang tertulis dalam pasal 

2 ayat 20 Undang-Undang Perkawinan, bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” tersebut, memiliki 

maksud dan tujuan yang baik untuk kelangsungan bersama, bagi suami istri, 

terlebih lagi bagi anak yang dilahirkan. Tujuan dicatatkannya pernikahan telah 

tertulis di dalam KHI pasal 5 ayat 1 yang menyatakan “Agar terjamin 

ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus 

dicatat”. Menanggapi tentang pencatatan nikah, Imam Syaukani berpendapat 

bahwa: 

1. Pencatatan nikah merupakan salah satu bentuk pembaharuan hukum Islam 

di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan hukum keluarga. 

2. Sejak diberlakukan  tahun 1974 melalui Undang-Undang Perkawinan No. 

1/74 tentang perkawinan, prosedur pencatatan nikah masih disalahpahami 

oleh kebanyakan umat Islam Indonesia. 

3. Ada dikotomi antara apa yang dipahami sebagai syarat sah perkawinan 

menurut masyarakat dan pemerintah.2 

Pada dasarnya pegawai pencatat nikah hanya mencatat peristiwa 

pernikahan bukan mengesahkan pernikahannya, karena unsur yang terpenting 

dari sah tidaknya suatu perkawinan adalah tergantung dari persiapan dari 

                                                             
1 Effi Setiawati, Nikah Sirri Tersesat di Jalan yang benar?, Bandung: Kepustakaan Eja 

Insani, 2005, hlm. 81. 
2 Imam Syaukani, Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya 

Bagi Pembangunan Hukum Nasional, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 252. 
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pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan yaitu terpenuhinya syarat 

dan rukun pernikahan.  

Penetapan asal usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti 

yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui 

hubungan nasab antara anak dengan ayahnya. Kendati pun pada hakikatnya 

setiap anak yang lahir berasal dari sperma laki-laki dan sejatinya harus 

menjadi ayahnya, namun hukum Islam memberikan ketentuan lain. Seorang 

anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika 

terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar 

perkawinan yang sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar 

perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya 

dan keluarga ibunya. Dengan demikian membicarakan asal usul anak 

sebenarnya membicarakan anak yang sah.3 

Problematika yang terjadi tentang penentuan status wali nikah ini 

berawal dari pemahaman tentang anak sah menurut fiqh yang berbeda dengan 

konsep anak sah dari perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KHI. 

Menurut fiqh anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang 

sah dan konsepsi atau pembuahan sel telur terjadi di dalam perkawinan yang 

sah, sementara definisi anak sah menurut Undang-Undang Perkawinan dalam 

pasal 42 menyatakan bahwa “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam 

atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Begitu pula KHI dalam pasal 99 

berbunyi, “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat 

                                                             
3 Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006, cet. 3, 

hlm. 276. 
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perkawinan yang sah dan hasil pembuahan suami istri yang sah”. Dari definisi 

tersebut mengesankan bahwa sah atau tidaknya seorang anak dilihat pada 

waktu lahirnya tanpa mempertimbangkan kapan konsepsi terjadi, yang 

semestinya konsepsi ini terjadi di dalam sebuah perkawinan yang sah.4 

Mengenai zina sendiri menurut hukum Islam adalah hubungan seksual 

yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak saling terikat perkawinan di 

antara mereka baik itu zina muhsan maupun ghairu muhsan dan anak yang 

dihasilkan nasabnya tidak dapat dikaitkan dengan nasab ayah biologisnya dan 

tidak dapat saling mewaris.5  

Seluruh hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT adalah mengandung 

maslahah. Seluruh perintah Allah kepada manusia untuk melakukannya adalah 

mengandung manfaat untuk dirinya baik secara langsung maupun tidak, 

begitupula sebaliknya bahwa semua larangan Allah untuk dijauhi manusia dari 

kebinasaan atau kerusakan. Al-Qur’an dan sunnah adalah sumber yang 

dijadikan pedoman bagi umat manusia, sementara usaha pemahaman, 

penggalian dan perumusan hukum dari kedua sumber hukum tersebut di 

kalangan ulama merupakan sebuah istinbath jadi istinbath adalah menggali 

hukum syara’ yang belum ditegaskan secara langsung oleh nash Al Qur’an 

atau Sunnah.6 Dalam konteks ini pihak KUA memiliki kewenangan yang 

                                                             
4 Mushtafa Rahman, Anak Luar Nikah, Status dan Implikasi Hukumnya, Jakarta: Atmaja, 

2003, hlm. 45. 
5 Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Yang Tidak di catat, Jakarta: 

Sinar Grafika, cet. 1, 2010, hlm. 70-80. 
6 Bagir Haidar dan Syafiq Basri, Ijtihad Dalam Sorotan, Bandung: Mizan Anggota 

IKAPI, 1996, hlm. 25. 
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berkaitan dengan penetapan wali bagi calon mempelai yang merupakan anak 

di luar nikah, yaitu dengan melakukan istinbath hukum.  

Menurut penulis, istinbath hukum yang dilakukan oleh pejabat KUA 

Gajah mungkur yang menjadikan Surat Dirjen Bimas dan Urusan Haji 

No.D/ED/PW. 01/03/92 tentang “Ketentuan Adam Wali Nikah” sebagai 

pedoman dalam menetapkan wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang 

merupakan anak di luar nikah tersebut, jika dilihat dari kekuatan hukumnya 

maka dapat dikatakan bahwa keputusan tersebut adalah batal demi hukum. 

Sebagaimana kaidah hukum yang berbunyi lek superior derogat legi inferiori  

yang artinya kekuatan hukum yang derajatnya lebih tinggi membatalkan 

kekuatan hukum yang derajatnya lebih rendah atau dibawahnya. Undang-

undang Perkawinan dan KHI yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia 

lebih tinggi derajat kekuatan hukumnya dibandingkan dengan surat edaran 

yang dikeluarkan oleh menteri Agama, sehingga menurut penulis jika Kepala 

KUA memutuskan berdasarkan surat edaran tersebut maka menjadi batal demi 

hukum. Terlebih lagi jika melihat apa saja landasan operasional KUA yang 

menjadikan Undang-undang Perkawinan dan KHI sebagai dasar, adapun kitab 

fiqh yang dimaksud adalah kitab-kitab fiqh yang sudah dikaji dan dijadikan 

rujukan dalam penyusunan KHI, yang dimana kitab-kitab klasik dan modern 

tersebut relatif lengkap. 

Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam hal 

mendudukkan seorang wali terhadap calon mempelai perempuan, namun 

dalam hal penempatan wali sebagai rukun nikah secara prinsip jumhur ulama 
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menyepakatinya.7 Bagaimana pun juga seorang wali atau dalam hal ini adalah 

seorang ayah yang telah menjaga dan merawat anak tersebut hingga saatnya ia 

akan menikah, maka selayaknya perkawinan itu dilaksanakan setelah 

mendapat restu dari kedua belah pihak, yaitu restu ayah, ibu dan anak 

perempuan itu sendiri. Dengan demikian perkawinan itu kelak tidak akan 

menimbulkan ekses negatif di kalangan keluarga dan masyarakat.  

Kedudukan seorang wali merupakan urgen dari suatu pernikahan, 

maka masyarakat Islam harus tetap menjaga keabsahan status wali yang 

nantinya akan mempengaruhi status pernikahan itu sendiri. Pada kasus calon 

mempelai perempuan yang merupakan anak tidak sah inilah, para pihak calon 

mempelai diharapkan dapat memahami dan mengerti makna kedudukan wali 

dalam suatu pernikahan. Anak hasil zina dilahirkan dari kedua orangtua 

biologisnya sebelum akad nikah tersebut secara aturan fiqh jelas tidak dapat 

dinisbatkan kepada ayah biologisnya, sehingga ia hanya dinasabkan kepada 

ibunya dan keluarga ibunya. 

Sebagaimana pendapat jumhur madzhab fiqh Hanafiyah, Malikiyah, 

Syafi’iyah dan Hanabilah yang menyatakan prinsip penetapan nasab adalah 

karena adanya hubungan pernikahan yang sah, jika selain karena pernikahan 

yang sah, maka tidak ada akibat hukum hubungan nasab. Hukum Islam 

menetapkan nasab sebagai legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan 

hubungan darah sebagai akibat dari pernikahan yang sah.8 

                                                             
7 Amir Syarifuddin, op. cit., hlm. 69. 
8 Bahder Johan Nasution dan Sri Warijayati, Hukum Perdata Islam, Bandung: Mandar 

Maju, 1997, hlm. 67. 
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Nasab merupakan pengakuan syara’ bagi hubungan seorang anak 

dengan garis keturunan ayahnya selanjutnya mempunyai hak dan kewajiban 

pula dari keturunan ayahnya Islam sangat melarang keras perzinahan karena 

salah satu kerugian yang akan ditimbulkan kaitannya dalam konteks ini adalah 

terjadinya ketidakjelasan nasab. Anak yang terlahir oleh sebab zina, maka 

dalam hukum fiqh ia tidak memiliki garis nasab dengan ayah biologisnya, 

namun terlepas dari ketentuan tersebut, setiap anak yang terlahir ke dunia 

dalam keadaan suci dan tidak membawa dosa turunan sekalipun ia terlahir 

sebagai hasil perbuatan zina. 

Mengenai persoalan nasab di atas, menurut penulis berbeda dengan 

permasalahan li’an, yang dimana inti dari kasus li’an adalah tidak diakuinya 

anak yang dilahirkan tersebut oleh suami dari istri yang telah melakukan 

perkawinan secara sah, sehingga hal tersebut bisa diselesaikan dengan cara 

pengakuan dari pihak suami. Sementara permasalahan yang dihadapi oleh 

KUA adalah bagaimana mereka menentukan status wali nikah bagi calon 

mempelai perempuan yang setelah diteliti bahwa ia adalah anak yang 

dibenihkan sebelum orang tua biologisnya melangsungkan akad nikah. 

Terlepas dari sejak kapan anak tersebut dibenihkan, apabila kedua orang tua 

biologis dalam konteks ini adalah si suami telah mengakui bahwa anak 

tersebut memang darah dagingnya, dengan kata lain tidak ada proses li’an, 

maka anak tersebut menjadi sah dengan sendirinya karena kedua orang tua 

biologisnya telah melakukan pernikahan secara sah, bahkan hal tersebut 

menjadi wajib sebagaimana yang telah diatur oleh KHI pasal 53 mengenai 
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nikah hamil, dimana perempuan yang hamil harus menikah dengan laki-laki 

yang menghamilinya.  

B. Analisis Terhadap Kedudukan Fiqh Sebagai Pertimbangan Pelaksanaan 

Tugas KUA dalam Perkawinan di KUA Gajah mungkur Semarang 

Fiqh secara etimologis artinya paham, sementara terminologis fiqh 

adalah hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh 

dari dalil-dalil yang rinci.9 Fiqh sebagai usaha memahami sangat dipengaruhi 

oleh tuntutan ruang dan waktu yang melingkupi faqih (jamak fuqoha) yang 

memformulasikannya, karena itulah sangat wajar jika kemudian terdapat 

perbedaan-perbedaan dalam rumusan mereka. Fiqh yang juga sebagai hasil 

istinbath (upaya mengeluarkan hukum dari nash) atau ijtihad fuqaha yang 

manusia biasa, meski telah diyakini kebenarannya tidaklah tertutup 

kemungkinan telah terjadi kesalahan di dalamnya. Namun meskipun dalam hal 

ini apabila terjadi kesalahan tidak berakibat dilakukan sanksi hukum. 

Kedudukan fiqh dalam sejarahnya sangatlah penting, sebagaimana 

yang diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat Islam di Indonesia yang 

didominasi oleh fiqh Syafi’iyah. Hal ini, kata Rachmat Djatnika fiqh 

Syafi’iyah lebih banyak dan dekat kepada kepribadian Indonesia.10  

Pada pelaksanaaannya, aturan fiqh yang terdapat di dalam kitab-kitab 

fiqh telah memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada di dalam 

masyarakat. Mengenai penetapan status wali nikah ini memang baik Undang-

                                                             
9 Abdul Wahab Khalaf, ‘Ilm Usul Al Fiqh, Jakarta: Maktabah Al Da’wah Al Islamiyah 

Syabab Al Azhar, 1410/1990, cet. 8, hlm. 11. 
10 Abdurrahman Wahid, et. Al., Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia, Bandung: 

Rosda Karya, 1991, hlm. 229. 
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undang maupun KHI tidak mengaturnya, namun setidaknya KHI sedikit 

menyinggung tentang peralihan hak dari wali nasab kepada wali hakim. 

Adapun demikian dari aturan yang tertulis tersebut tidak disinggung mengenai 

batas minimal usia kandungan si bayi yaitu 6 bulan sejak akad nikah orang 

tuanya. Sebenarnya apa yang ada pada Undang-Undang Perkawinan sama 

dengan apa yang ada di dalam aturan fiqh, misalnya saja tentang ketentuan 

larangan perkawinan dan ketentuan tentang masa tunggu bagi istri yang 

bercerai dari suaminya yang dijabarkan dalam peraturan pemerintah. Begitu 

juga apa yang diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan ada yang memang 

tidak terdapat di dalam aturan fiqh madzhab mana pun karena bersifat 

administratif yaitu tentang pencatatan nikah. 

Meskipun dalam praktiknya hukum Islam tidak berperan secara 

menyeluruh, namun hukum Islam masih memiliki peran besar bagi kehidupan 

para pemeluknya. Setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan hukum Islam 

masih memiliki peran besar dalam kehidupan di bangsa Indonesia, 

diantaranya: 

1. Hukum Islam telah turut serta menciptakan tata nilai yang mengatur 

kehidupan umat Islam, minimal dengan menetapkan apa yang harus 

dianggap baik dan buruk, apa yang menjadi perintah, anjuran, perkenan 

dan larangan agama. 

2. Banyak keputusan hukum dan unsur yurisprudensial dari hukum Islam 

telah diserap menjadi bagian dari hukum positif yang berlaku. 
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3. Adanya golongan yang masih memiliki aspirasi teokratis di kalangan umat 

Islam dari berbagai negeri sehingga penerapan hukum Islam secara penuh 

masih menjadi slogan perjuangan yang masih mempunyai appeal cukup 

besar.11 

Begitu pula mengenai ketentuan terhadap status wali nikah bagi anak 

zina di KUA Kecamatan Gajah mungkur. Dalam permasalahan penentuan 

wali nikah tersebut PPN khususnya di KUA Kecamatan Gajah mungkur, tidak 

hanya bertanggung jawab hitam di atas putih saja namun juga berperan 

sebagai pihak yang ikut menjaga keabsahan perkawinan bila mengingat 

bagaimana pentingnya kedudukan dari seorang wali dalam sebuah perkawinan 

itu sendiri.  

Pada dasarnya PPN dalam melaksanakan tugasnya menggunakan 

hukum positif yang telah berlaku, namun bukan berarti hanya mendasarkan 

pada hukum positif saja tapi juga memasukan dasar-dasar fiqh yang memang 

dapat mewakili permasalahan yang terjadi serta dapat memberikan maslahah 

bagi masyarakat luas. 

Fiqh digunakan ketika terjadi kebuntuan dalam mengatasi persoalan 

tertentu jika memang dalam hukum positif belum dan mengatasinya, maka 

fiqh memiliki peran besar dalam proses penentuan wali nikah bagi calon 

mempelai perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan setelah akad nikah orang 

tuanya. Mengingat bahwa fiqh Syafi’I lebih banyak mendominasi dalam 

masyarakat Indonesia, dan KHI sendiri memang dirumuskan dan diambil dari 

                                                             
11 Juhaya S. Praja, Hukum Islam di Indonesia, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994, 

hlm. xv 
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beberapa kitab fiqh, sudah seharusnya fiqh yang  merupakan satu bentuk 

aturan syari’at dalam permasalahan wali hakim ini dapat dimasukan ke dalam 

KHI. Dengan menghidupkan syari’at dan melihat bagaimana manfaat yang 

terkandung dari diberlakukannya aturan fiqh tersebut diharapkan masyarakat 

dapat memahami dan menerimanya.  

Pada permasalahan status wali nikah bagi anak tidak sah ini menurut 

penulis, kedudukan fiqh dalam hal ini adalah sebagai pertimbangan bagi para 

pihak untuk berhati-hati dalam menetapkan hukum, sebagai upaya preventif 

bagi masyarakat tentang pentingnya kesucian dan keluhuran dari pernikahan 

secara dhohir dan batin agar tidak dikotori dengan hubungan-hubungan yang 

tidak sah dan amoral. Dengan adanya dasar fiqh yang berkaitan dengan 

masalah nasab anak tersebut, diharapkan dapat dijadikan sebagai peringatan 

bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menuju pernikahan. 


